BAB VI

RESPONS MASYARAKAT
TENTANG RELASI ELITE PESANTREN DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI SUMENEP

A. Respons Masyarakat tentang Kebijakan Pendidikan di Sumenep

Semua orang Madura pasti tahu tentang ungkapan ‘bhuppa’ bhabhu’
guru rato’ tapi belum tentu semua orang Madura paham akan makna yang
terkandung di dalamya, Meminjam perspektif Wiyata, selama ini paling-
paling yang mereka pahami adalah kepatuhan orang Madura secara hierarhikal
pada figur-figur utama. Orang Madura pertama-tama harus patuh dan taat
kepada kedua orang tua (nya), kemudian para ghuru (ulama/kiai), yang
terakhir pada rato (pemimpin formal atau biasa disebut birokrasi). Artinya,
dalam kehidupan sosial budaya orang Madura terdapat standart referensi
kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarhikal. Sebagai aturan
formatif yang mengikat setiap orang Madura maka pelanggaran atau paling-
tidak melalaikan aturan itu akan mendapatkan sanksi sosial sekaligus sanksi
kultural. Tentu saja pemaknaan sebatas itu tidak sepenuhnya salah. Oleh

karenanya, perlu adanya perenungan kembali yang lebih mendalam.?

! Ungkapan Bahasa Madura tersebut tampaknya dapat menjadi cermin yang menggambarkan
realitas ini. Makna tersirat dalam ungkapan tadi menempatkan bapak dan ibu sebagai figur (kecil)
dalam lingkup keluarga di posisi paling utama yang sangat dihormati bagi individu (manusia)
Madura. Dalam konteks sosial, figur utama sebagai panutan yang sangat dihormati adalah kiai.
Bagi orang Madura kiai adalah guruh/guru yang mendidik dan mengajarkan pengetahuan agama
yang memberikan tuntunan dan pedoman daam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Setelah
kiai barulah para ratoh, yakni pejabat, birokrasi negara. Lihat Abdur Rozaki, Menabur Kharisma
Menuai Kuasa (Yogyakarta, Pustaka Marwa 2004), 4.

2 A. Latief Wiyata, Mencari Madura (Jakarta, Bidik-Phronesis Publishing 2013), 194.
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Hal seperti di ungkapkan oleh Bapak Khalgi seorang Politisi yang
berasal dari pesantren, siapapun berhak berada diberbagai birokrasi baik di
wilayah eksekutif atau legislatif tanpa melihat apakah yang bersangkutan dari
elite pesantren atau non- pesantren yang penting dia punya kapasitas dan
kapabilitas serta pola rekrutmen harus melihat berdasarkan integritas bukan
hanya ketokohan yang hanya karena alasan punya massa atau punya bnyak
pendukung. Hal ini penting karena mayoritas institusi pendidikan di Sumenep
adalah pesantren. Sehingga ketika ia berasal dari pesantren dan memang
punya kapasitas dan kapabilitas, lebih bisa diajak rembuk atau musyawarah
untuk memperbaiki pendidikan pesantren yang kita tahu jasa pendidikan
pesantren telah banyak, bakan sejak sebelum Indonesia merdeka, hal ini
penting agar penataan pesantren lebih baik daripada pemangku kebijakan
ketika berasal dari luar pesantren seperti contoh orang-orang korporasi yang
tentu dihawatirkan hanya untuk mengeruk kekayaan Sumenep.®

Tidak jauh berbeda dengan yang apa diungkapkan oleh Ahmad Barizi,
bahwa kekuatan pesantren di Madura secara spesifik Sumenep menjadi hal
yang tak terpisahkan, kami melihat kekuatan pesantren dengan berbagai relasi
serta harus diakui pesantren punya akar rumput yang kuat, sulit sekali untuk
tidak mengatakan bahwa tidak bisa dilepaskan relasi elite pesantren dengan
pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep, apalagi saat ini sejak reformasi
posisi sentral birokrasi dipegang oleh elite pesantren seperti Bupati dan para
anggota DPRD banyak berasal dari pesantren.*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mahsun, bahwa dengan bergulirnya
reformasi merupakan angin segar untuk bangkitnya tokoh pesantren yang
selama masa orde baru sangat naif dan cenderung terpinggirkan, sehingga
pesantren yang punya jasa besar pada negeri ini mau dihilangkan. Kedepan
penting dikaji lebih intensif di pesantren tentang figh siyasah agar santri atau
orang pesantren ketika punya inisiatif terjun dunia politik baik dalam posisi
legislatif atau eksekutif, mereka punya bekal lebih bagaimana menata suatu
birokrasi yang baik.>

Melihat realitas di atas repons masyarakat tentang relasi elite pesantren

(kiai) dan pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam hubungannya

3 Khalgi KR, Wawancara, Sumenep, 29 Maret 2016.
4 Ach. Barizi, Wawancara, Sumenep, 25 Maret, 2016.
5 Mahsun, Wawancara, Sumenep, 01 April 2016.
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dengan masyarakat. Meminjam perspektif Turmudi mereka menggunakan
kekuasaan untuk saling tawar-menawar dalam mendapat keuntungan.
Pemerintah, kekuasaan dan kharisma kiai cukup kuat untuk mempengaruhi
tindakan sosial-politik masayarakat. Hal ini terjadi karena mereka menduduki
posisi legitimator keagamaan dan digunakan dalam kebutuhan legitimasi Kiali
untuk melakukan hal-hal duniawi mereka. Pandangan kiai dan pemerintah
yang berbeda seringkali menyulut situasi yang bersifat disharmoni bahkan
terjadi keteganagan. Ketegangan biasanya muncul dan terjadi karena
pemerintah membutuhkan dukungan Kiai dalam memperoleh dukungan dari
umat Islam. Selain itu, pemerintah juga memerlukan legitimasi Kiai atas
kebijakan-kebijakannya yang bersentuhan dengan agama termasuk di
dalamnya secara khusus bidang pendidikan Islam.® Disinilah pesantren dan
kiai masih mempunyai posisi yang signifikan dalam berbagai kebijakan yang

langsung bersentuhan dengan umat Islam dan pendidikan pesantren.

Pandangan tentang respons masyarakat disampaikan oleh KH. A. Safraji
bahwa respons tampilnya elite pesantren sebagai pemangku kebijakan di
Sumenep terjadi pro-kontra walauapun begitu, ini memberikan prbedaan
diakui atau tidak kalau keberadaan pendidikan di Sumenep telah mengalami
kemajuan dan tidak terlalu banyak ketimpangan antara wilayah daratan dan
kepulauan tentunya harus didiukung ketika kebijakan itu baik dan dikritisi
ketika tidak populis, sehingga terjadi hubungan sinergi antara pemerintah
dengan rakyat. Sehingga lembaga pendidikan pesantren tetap menjadi pilihan
masyarakat Sumenep yang terkenal religius dengan mempetahankan nilai-nilai
di tengah kompetisi global.’

Hal yang lebih korektif tentang respons tampilnya para elite pesantren
dalam birokrasi adalah bagaiamana pendidikan pesantren tidak semua harus

¢ Endang Turmudi, Perselingkuhan Kian dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKiS, 2004), 364-365.
" KH. A. Safraji, Wawancara, Sumenep, 27 Mei 2016.
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diformalkan seperti penyetaraan kasus Madrasah Diniyah difomalkan dan
Raperda Bebas Buta aksara al-Qur’an yang hal itu menyentuh wewenang
internal pesantren dan guru nagaji yang telah dilakukan secara kultural,
Sehingga pesantren jangan intervensi wewenangnya sehingga pesantren tidak
kehilangan roh, intinya tampilnya elite pesantren harus bisa menampilkan visi
kepesantrenan yang mensejahterakan kemaslahatan umum. Merespons adanya
bantuan bagi guru ngaji tidak boleh diklaim merupakan keberhasilan telah
mensejaterakan para guru ngaji. Itu semua terlalu kecil daripada pengabdian
guru ngaji yang sejak dulu tanpa pamrih sangat berjasa dalam mencerdaskan
generasi Kita, intinya jangan terjadi klaim politis suatu keberhasilan yang jauh
dari mensejahterakan.®

Melihat fenomena yang terjadi atas peristiwa kebijakan selalu ada
hubungan ending-nya berupa motif kekuasaan birokrasi mengendalikan
pendidikan adalah interest atau kepentingan politik tertentu sehingga
diorientasikan pada komitmen membangun kekuatan jaringan, pencitraan, dan
kemenangan politik dari suatu agenda yang ingin dijalankan di dalam suatu
masyarakat. Dari komitmen demikian ini, selanjutnya dapat ditelusuri
parameter-parameter standar pendidikan menurut perspektif yang sarat
kepentingan dari birokrat yang tidak memahami, mengerti, apalagi menguasai
substansi pendidikan. Pendidikan hanya dipersepsi mengikuti kepentingan
politik mereka sebagai misi penguasa. Dengan kata lain, formalitasnya
pendidikan tetapi substansinya politik, sehingga lulusan-lulusan pendidikan

dikenal jago-jago memainkan intrik-intrik politik, tetapi sangat lemah dalam

menguasai substansi keilmuan.®

8 K. A. Dardiri Zubairi, Wawancara, Sumenep, 31 Mei 2016.
9 Qamar, Kesadaran., 89.
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Intinya baik secara langsung atau tidak langsung pemerintah yang
berkuasa ingin melanggengkan kukuasaan. Keinginan tersebut disalurkan
melalui berbagai cara dan saluran, baik melalui saluran hukum, ekonomi,
maupun pendidikan. Dalam bidang hukum, hal ini dapat terekspresi pada
penafsiran dan pemutusan tindakan seseorang yang dinyatakan melanggar
hukum, padahal sekadar mengimplementasikan hak-hak pendapat kritisnya,
seperti mengkritik pemerintah divonis subversi. Dalam bidang ekonomi,
banyak tindakan yang merugikan rakyat, tetapi dibiarkan karena tindakan
tersebut mendukung penguasa. Sementara itu, dalam pendidikan dilakukan
dengan cara mengindoktinasi siswa dan mahasiswa sehingga membentuk
pandangan dan keyakinan tertentu yang diarahkan kepada kepentingan rezim

yang sedang berkuasa.

Bebagai fakta yang terjadi selama ini juga diperkuat oleh Nur Syam yang
menambahkan tiga fungsi kiai; pertama, sebagai agen budaya. Kiai harus
memainkan peran penting sebagai penyaring budaya yang merambah di
bebagai masyarakat. Kedua, Kiai sebagai mediator, yaitu menjadi penghubung
antara berbagai segmen masyarakat, terutama kelompok elite dengan elemen
masayarakat lainnya. Ketiga, sebagai makelar budaya dan mediator. Kiai
menjadi penyaring atau filter budaya sekaligus penghubung berbagai

kepentingan seluruh elemen masyarakat.°

10 Nur Syam, “Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren,” dalam A. Halim et. all.
(eds), Maanjemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 78-79.
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B. Kebijakan Pendidikan Kabupaten Sumenep pada Pesantren

Kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung
merupakan bentuk penegasan yang sederhana, tetapi paling tidak, bisa
mengimbangi stereotyping yang sementara ini dilekatkan pada pesantren. Ini
artinya, pesantren tidak identik an sich dengan sosok bersarung-berpeci yang
berjalan menunduk sambil satu tangannya memegang kitab kuning sementara
satu tangan lainnya menggenggam untaian tasbih, juga bukan sekadar lembaga
pendidikan-pengajaran keagamaan belaka. Melainkan lebih jauh dari itu,
pesantren adalah sebuah infrastruktur sosial, sebuah komunitas dan sebuah
kehidupan yang turut bernafas dalam atmosfir perkembangan sosial. Maka,
dengan keteguhannya yang diimbangi denyut fleksibilitas, pesantren
semestinya dan harus tampil agar bisa mewarnai dan mengambil peran secara
signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga pada setting

sosial-budaya, bahkan politik dan ideologi negara.!

Hal ini tidak bisa dinafikan bagi kalangan birokrat, ranah pendidikan
merupakan lahan subur untuk permainan peran politik. Kepentingan politik
mereka dapat disalurkan, ditanamkan, ditumbuh-suburkan dan dikembangkan
melalui proses pendidikan, tanpa harus menghadapi resistensi masyarakat.
Kepentingan politik bagi peserta didik mengalami internalisasi tanpa disadari,
telah mengubah pandangan, mindset, persepsi, sikap dan perilakunya dalam
kehidupan sehari-hari. Mereka baru menyadari setelah semua kondisi itu

terbentuk. Kita baru menyadari adanya politisasi pendidikan pada masa Orde

1 Abdurrahman Wahid, dalam Munthahar, Ideologi, 131.
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Baru dahulu, baik tentang wawasan ideologi negara, sejarah Indonesia,
pendidikan moral pancasila, bahkan sampai perubahan nama pelajaran ilmu
hayat menjadi biologi. Mungkin, bagi kebanyakan peserta didik sekarang juga
belum menyadari bahwa kebijakan pemerintah tentang demokrasi pendidikan,
desentralisasi pendidikan, perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, bahkan sampai perumusan tujuan

pendidikan nasional ternyata tidak pernah lepas dari interest politik penguasa.

Kuatnya hubungan antara pendidikan dan politik lebih tampak di dalam
kebijakan pemerintah mengenai pendidikan yang pada umumnya
merefleksikan pandangannya tetang masyarakat dan keyakinan politiknya.
Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-
beda dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan kepentingannya.
Dari sini pemerintah selalu membuat kebijakan pendidikan atas dasar
pertimbangan-pertimbangan  politis.  Sekolah-sekolah, Universitas, dan
lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling
banyak menerima pengaruh dari setiap kebijakan politis pendidikan yang
dibuat pemerintah. Demikian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan non
pemerintah yang masih sangat tergantung pada berbagai subsidi yang

dikucurkan oleh negara.?

Berbagai usaha dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mendapatkan
subsidi, hibah dan berbagai kucuran dana atau bantuan lainnya, lembaga-

lembaga tersebut sering kali diharuskan oleh pemegang otoritas pemegang

12 Suharto, Pendidikan,. 37.
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kebijakan pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang telah
ditetapkan, baik berupa format bahkan deadline waktupun ditentukan kapan
realisasi dan pelaporannya tidak hanya itu termasuk hal lain seperti
menyangkut struktur organisasi sekolah, kurikulum, format arkeditasi dan

sebagainya.

Berbagai banyak peristiwa yang melibatkan peran sosial pesantren,
tentu sering dikatakan bahwa pesantren hingga sekarang sesungguhnya
mempunyai interaksi yang dinamis dengan masyarakat, pesantren adalah
kekuatan masyarakat. Pesantren sangat diperhitungkan oleh negara, pesantren
masih mempunyai pamor dan berwibawa yang dipercaya masyarakat,
walaupun pesantren bukan ujung tombak satu-satunya. Karena itu, dalam
kondisi sosial-politik yang serba menegara (statism) dan dihegemoni oleh
wacana kemodernan, pesantren selalu menampilkan ciri yang konsisten
dengan ketradisionalannya yang masih mempunyai public sphere atau
memiliki akses yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat,
terutama kepada kaum yang tertindas, terpinggirkan dan selalu menjadi kaum
yang selalu berada pada akar rumput yang sering tidak diuntungkan dalam

konstelasi sistem ini.

Maka tak heran perbedaannya jika pesantren dalam perspektif
Abdurrahman Wahid memiliki kemampuan fleksibilitas yang dapat

mengambil peran signifikan bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga
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dalam setting sosial budaya, politik dan bahkan ideologi negara sekalipun.'3
Hal ini bisa dilihat peran pihak pesantren dalam tim 9 dan perumusan negara
Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Bahkan sebelumnya pada masa
penajahan pesantren menjadi motor penggerak berupa resolusi jihad dalam
melawan penjajahan. Sehingga tak heran jika pada tanggal 22 Oktober
Presiden ke-7 RI Joko Widodo 2015 menjadikan sebagai hari santri Nasional.
Lebih jauh peneliti menaganalisis munculnya sumpah pemuda pada tanggal 28
Oktober telah diawali dengan semangat kaum santri pada tanggal 22 Oktober

dengan resolusi jihad.

Maka, ketika bicara elite pesantren yang berada dalam wilayah birokrasi
terutama terkait kebijakan pandangan peneliti, dimana Indonesia yang
menganut trias political* dan jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali
Kota adalah jabatan politik, setidaknya peneliti membagi tiga politik kebijakan

dalam suatu sistem pemerintahan yaitu;

1. Politik anggaran
Politik anggaran butuh pada usaha yang serius dengan usaha inovatif
dari pemangku kebijakan bagaimana wusaha eksekutif harus bisa
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terimplementasi

dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah atau

13 Nizar Ali dan Ibi Syatibi, Manajemen Pendidikan Islam; Ikhtiar Menata Kelembagaan
Pendidikan Islam(Yogyakarta: Pustaka Isfahan, 2009), 239.

14 Melihat berbagai liberasi baik ekonomi dan politik yang dikenal trias polica yang diadopsi
secara mentah-mentah dari filsafat politik Yunani Kuno, jangan sampai spirit dan pola pikir tradisi
politik yang selama ini hidup, tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia. Lihat
Asman Aziz, Pergumulan Kebangsaan NU tak kunjung usai; dalam Nuhammadiyah bicara
Nasionalisme (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 239.
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rencana pembangunan jangka panjang dengan fokus orentasinya demi
suatu tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Baik

peningkatan bidang sosial ekonomi politik dan pendidikan.

Setidaknya ada empat skema peningkatan PAD, yaitu (1) melakukan
intensifikasi dan ekstensidikasi pajak dan retribusi daerah, (2) melakukan
eksplorasi sumber daya alam, (3) menggiatkan upaya untuk menarik
investor untuk menanamkan investasi di daerah, dan (4) melakukan
inventarisasi aset-aset pemerintah daerah. Untuk menggenjot faktor-faktor
potensial pemasok PAD, perlu suatu tatanan yang kondusif, mulai dari
efektivitas dan efisiensi birokrasi agar pelayanan birokrasi tidak berbelit-
belit, keamanan dan tersedianya faktor penunjang lainnya seperti
perbankan dan lembaga keuangan lainnya, meminimalisir kebocoran,
hingga menutup jalur-jalur yang potensial bagi tumbuh dan
berkembangnya tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).?®
Penyakit ini adalah penyakit akut yang bahkan mempunyai lembaga

tersendiri dalam memberantasnya.

2. Politik Kebijakan
Politik kebijakan'® bagaimana kebijakan yang diambil lebih

berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan mengambil resiko

15 Karim, Indonesia, 21.

16 Secara konsepsional, kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara rinci, yang
mencakup; pertama, tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), yang dibuat oleh aktor-aktor
swasta maupun pemerintah dan ditunjukkan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem
politik. Kedua, keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), yang diuat oleh pejabat-pejabat
pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan
kebijakan publik. Ketiga, pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik.
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terkecil yang dimugkinkan terjadi dari kebijakan yang dilakukan oleh
seorang eksekutif sebagai pemangku kebijakan adalah dapat menciptakan
pemerintahan yang bersih yakni good government dan clean government
sehingga aura atau marwah kebijakan tampak dan menjadi contoh bagi
bawahan dan masyarakat secara umum. Sehingga bebagai kebijakan lebih

pada kebutuhan masyarkat secara umum.

Kebijakan yang dibuat dan diberlakukan pejabat pemerintah
dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah yang

menunjukkan hal-hal berikut;

a. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah
semata.

b. Aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan berbagai
aspirasinya.

c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.t’

Tiga hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan karena enggan
berkembangnya informasi yang sangat cepat akibat proses globalisasi
menjadikan masyarakat semakin kritis. Kekritisan itu akan membawa pada
titik persoalan etika sektor di luar negara tidak dilibatkan sejak awal,
menjadikan kebijakan mengalami kontra produktif. Artinya, kebijakan

tidak memiliki pengaruh apapun disemua sektor.

Keempat, hasil-hasil kebijakan (policy output), merupakan manifestasi nyata dari kebijakan-
kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan
pernyataan-pernyataan kebijakan. Kelima, dampak-dampak kebijakan (outcomes), merupakan
akibat terhadap masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan yang berasal dari
suatu tindakan atau tidak ada tindakan dari pemerintah.

17 Munadi dan Barnawi, Kebijakan, 21.
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Selain itu ada kebijakan yang harus mengacu pada efektifnya

pelayanan publik menjadi tujuan utama, yaitu;

a. Pemerintah yang bersih, dalam pengertian bahwa pemerintahan yang
dilaksanakan harus betul-betul terjamin dari kepentingan tertentu, baik
pada saat rekrutmen, maupun saat menjalankan kebijakan (tugas).
Bersih dari menggadaikan independensi dan tidak terikat oleh
kepentingan yang lain selain untuk memberikan pelayanan kepada
publik

b. Lebih menyangkut pertanggung jawaban kepada publik sebagai
pemberi mandat sosial, baik secara formal maupun non formal

c. Berwibawa merupakan konsekuensi logis yang akan terbangun ketika
nilai bersin dan accountable sudah terlaksana secara baik.
Pemerintahan yang telah mampu menciptakan lingkungan bersih serta
memiliki akuntabilitas publik yang memadai dengan sendirinya akan
menjadi pemerintahan yang berwibawa. Hal ini penting untuk
menciptakan pemerintahan yang dinamis dan berorentasi pada
sinergitas.

Masing-masing aktor mungkin mempunyai kepentingan tertentu
dalam program tersebut, dan masing-masing mungkin berusaha untuk
mencapainya dengan cara mengajukan tuntutan-tuntutan mereka dalam
prosedur alokasi sumber. Seringkali terjadi, tujuan-tujuan dari para
aktor itu bertentangan satu sama lain dan hasil akhir dari pertentangan

ini serta akibatnya mengenai siapa yang memperoleh apa, akan
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ditentukan oleh berbagai strategi, sumber-sumber dan posisi kekuasaan

dari tiap aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan.

Apa yang diimplementasikan berupa kebijakan dengan demikian
merupakan hasil suatu tarik-ulur kepentingan-kepentingan politik dan
kelompok-kelompok yang saling berebut sumber-sumber yang langka,
daya tanggap dari pejabat-pejabat pelaksana serta tindakan dari para
elit politik yang kesemuanya itu berinteraksi dalam kelembagaan
tertentu. Oleh karena itu, analisis mengenai program-program tertentu
berarti pula menilai kemampuan-kemampuan kekuasaan dari para
aktor yang terlibat, kepentingan-kepentingan mereka dan strategi-
strategi yang mereka tempuh untuk mewujudkan kepentingan-
kepentingan tersebut serta ciri-ciri pemerintahan dimana mereka
berinteraksi. Hal ini pada gilirannya akan memudahkan penilaian
terhadap peluang untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan maupun

tujuan-tujuan program.*8

3. Politik pembangunan
Politik pembangunan tentunya adalah bagaimana membangun sumber
daya manusia dengan kemampuan sumber daya alam dengan usaha
optimal dengan mengedepankan kualitas dan berdaya sinergi, hal ini
penting dengan memulai menanta birokrasi secara baik, memberikan dan
memudahkan layanan publik, seperti infrastruktur, memberdayakan

UMKM dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan Indeks

18 Rahadjo, Pemikiran, 9-10.
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Pembangunan Manusia (IPM).!® IPM bisa mengalami peningkatan agar
generasi selanjutnya bisa mengelola sumber daya alam yang sangat
banyak melimpah bisa dipergunakan untuk kemaslahatan bangsa dan

negara.

Berdasarkan data BPS tahun 2009, kondisi kualitas SDM atau kondisi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep tercacat
sebesar 64,74. Kondisi itu berbeda dengan IPM Kabupaten Sumenep 2009
yang masih tercatat sebesar 58.31. Apabila dibandingkan dengan tiga
kabupaten lain di Madura, kualitas IPM Kabupaten Sumenep, masih
berada di atas rata-rata, misalnya IPM Kabupaten Bangkalan yang hanya
sebesar 63,72, IPM Pamekasan sebesar 63,72, dan IPM Sampang sebesar

58,23.

Melihat Kabupaten Sumenep dengan IPM tertinggi di Madura pada
tahun 2009, Kabupaten Sumenep tetap memiliki peluang yang lebih besar
untuk berkembang dan maju dibandingkan dengan tiga kabupaten yang
ada. Dengan catatan, pemerintah daerah dan masyarakat Sumenep bisa
memiiki visi dan komitmen yang sama dalam memperjuangkan
pembangunan Kabupaten Sumenep secara maksimal, karena tingginya

IPM yang dicapai oleh Kabupaten Sumenep tersebut, tidak bisa didiamkan

19 pemerintah selama paling banyak disalahkan terakit dengan rendahnya kualitas SDM Indonesia
dalam percaturan Internasional. Dalam sejarah Indonesia modern belum pernah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di bawah angka 100. Di dalam hal ini maka
sumbangan pendidikan terhadap tingkat IPM tentunya sangat besar. Di tengah kenyataan ini, maka
pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan meskipun masih jauh dari
amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Lihat Nur Syam,
transisi pembaharuan (Sidoarjo, LEPKISS, 2008), 221.



273

pada angka yang ada, tetapi harus diupayakan agar terus meningkatkan
dari tahun ke tahun demi suatu perbaikan berupa kemajuan berupa
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. Lebih dari

kompetitif adalah pembanguan sumber daya manusia yang berdaya sinergi

Peningkatan IPM Kabupaten Sumenep merupakan sesuatu yang harus
dilakukan perbaikan untuk terus diwujudkan dan selalu berusaha
ditingkatkan. Karena IPM pada dasarnya merupakan tolak ukur kemajuan
masyarakat dan merupakan gambaran tentang kualitas hidup memiliki
tanggung jawab yang besar untuk mengelola peningkatan IPM itu sebaik
mungkin. Peningkatan IPM tersebut dalam perkembangan berikutnya,
telah dilakukan di Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2013, berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, pencapaian IPM
mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 0,41 poin

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66,59.%°

Hal ini dapat dilihat dari agenda pembangunan Kabupaten Sumenep,?*
sejumlah agenda reformasi pembangunan bidang pendidikan yang perlu
mendapat perhatian khusus dalam waktu lima tahun kedepan adalah

sebagai berikut:

a. Pengembangan kesadaran baru bahwa hakikat pendidikan adalah

sebagai modal atau investasi sosial yang merupakan prasyarat mutlak

20 Karim, ljtihad, 3-4.
2L Tim Penyusun, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, Kerjasama
Pemkab Sumenep dengan P3M Unair Suarabaya, 2006, 137-138.
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bagi peletakan basis sosial masyarakat kabupaten Sumenep yang lebih
berkualitas dan siap meyambut era globalisasi.

. Pengembangan model pengelolaan pendidikan yang semula serba
sentralistik dan otoriter ke arah baru yang lebih demokratis yang lebih
menghargai keberagaman atau pluralisme.

Pengembangan  paradigma  pembelajaran  yang  cenderung
mengalienasikan peserta didik ke arah baru yang lebih inklusif
(terbuka) dan mendapatkan peserta didik yang benar-benar sebagai
subyek pendidikan atas dasar prinsip best interest of the child.

. Penetapan orientasi pendidikan yang lebih banyak mementingkan hasil
akhir menuju pendidikan baru yang lebih berorientasi pada proses dan
perkembangan peserta didik.

Pengembangan kurikulum yang semula sentralistik kearah kurikulum
yang benar-benar kontekstual dan mempu merangsang tumbuhnya
realitifitas dan kecerdasan peserta didik.

Pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru yang semula hanya
diukur atas perolehan ijazah kearah baru pemberdayaan baru yang
kreatif, profesional dan mandiri.

. Pengembangan suasana pembelajaran yang semula asimitris dan
memperlakukan siswa sebagai bejana kosong kearah baru yang lebih
simitris, terbuka, dialogis dan joyfull learning.

. Pengembangan dan  revitalisasi peran  masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan yang semula hanya pada aspek
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pendanaan saja kearah baru yang lebih menyeluruh dan benar-benar
berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Secara ilmiah jika peneliti analisa penelitian relasi elite pesantren
dalam perspektif kebijakan pendidikan secara spesifik di Kabupaten
Sumenep, di mana ada beberapa perumusan kebijakan yang

dikelompokkan sebagai berikut:

4. Eksekutif

Pihak eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang.??
Posisinya sebagai sebagai pelaksana, pihak eksekutif juga berperan
dalam merumuskan suatu kebijakan. Selain alasan-alasan yang
dikemukakan di atas, ada alasan lain mengapa eksekutif juga
berperan dalam perumusan kebijakan, yaitu dengan tujuan agar
kebijakan yang dibuat atas dirumuskan oleh legislatif dapat
dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional,
pihak eksekutif biasanya merumuskan kembali kebijakan yang

dibuat oleh legislatif dalam bentuk kebijakan jabaran.

22 Bagi kalangan birokrat, ranah pendidikan merupakan lahan subur untuk permainan politik.
Kepentingan politk mereka dapat disalurkan, ditanamkan, ditumbuh-suburkan dan dikembangkan
melalui proses pendidikan, tanpa harus menghadapi resistensi masyarakat. Kepentingan politik
bagi peserta didik mengalami internalisasi tanpa disadari, telah mengubah pandangan, mendset,
persepsi, sikap, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka baru menyadari politisasi
pendidikan pada masa orde baru dahulu, baik tentang wawasan ideologi negara, sejarah Indonesia,
pendidikan moral pancasila, bahkan sampai perubahan nama pelajaran ilmu hayat menjadi biologi.
Mungkin, kebanyakan peserta didik sekarang juga belum menyadari bahwa kebijakan pemerintah
tentang demokrasi pendidikan, desentralisasi pendidikan, perumusan undang-undang sistem
pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, bahkan sampai perumusan tujuan pendidikan
nasional ternyata tidak pernah lepas dari interest politik penguasa. Lihat Mujamil Qomar,
Kesadaran Pendidikan, Sebuah penentu keberhasilan Pendidikan (Yogyakarta Ar-ruszz media
2012), 89.
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Eksekutif mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan
yang dibuat oleh legislatif dan kekuasaan untuk tidak melaksanakan
dengan alasan-alasan tertentu. Eksekutif juga mempunyai kekuasaan
untuk merumuskan kembali atau tidak merumuskan kembali terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh legislatif. Dimana posisi pokok

legislatif sebagai ligeslasi, penganggaran dan pengawasan.

5. Administrator

Jajaran administrator biasanya berjenjang secara piramidal dari
atas sampai ke bawah. Pada tiap-tiap departemen, struktur-struktur
mereka yang berada pada jajaran administrator, secara lini membawah
administrator ditingkat propinsi, sedangkan administrator yang berada
di tingkat propinsi membawahi administrator yang berada di tingkat
Kabupaten dan Kota. Namun, sejak pemberlakuan otonomi daerah UU
No. 22 tahun 1999, kemudian UU No. 32 tahun 2004, struktur tersebut
meskipun secara samar-samar masih ada, artinya dalam kerangka
koordinatif, secara hirarki tidak berlaku lagi, sebab para kepala dinas
yang membidangi masing-masing langsung bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing. Kepada Bupati atau Wali kota di Kabupaten

dan Kota kepada Gubernur untuk propinsi.

6. Partai politik
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Partai politik?® cukup punya peran, karena menempatkan orang-
orangnya untuk duduk di legislatif atau anggota DPR, DPRD propinsi,
maupun DPRD Kabupaten dan Kota. Partai politik disamping
dimaksudkan untuk  kepentingan-kepentingan  politik  seperti
penempatan orang-orangnya di lembaga legislatif, memperebutkan
kedudukan pimpinan daerah (bupati, wakil bupati, walikota/wakil
walikota, gubernur/wakil gubernur, sampai presiden/wakil presiden),
partai politik juga biasanya digunakan sebagai wadah untuk
konsolidasi dalam upaya mengkritisi jalannya pemerintahan yang

dilaksanakan oleh eksekutif.

Partai politik memiliki peran yang cukup signifikan dalam era
demokrasi. Partai dianggap sebagai salah satu tiang penyangga
demokrasi sekaligus menjadi saluran aspirasi legal-formal dari
kepentingan-kepentingan publik. Partai politik menempati wilayah
terpenting dalam menentukan arah dan kebijakan bangsa di samping

juga sangat berpengaruh untuk menentukan posisi di jabatan publik.

23 Partai politik merupakan jenis lain dari organisasi yang memiliki pengaruh atas kebijakan
publik. Tekanan kelompok ini biasanya hanya merupakan usaha mempengaruhi keputusan publik
dan tidak melakukan usaha untuk memiliki petugas atau pejabat pemerintah. Tetapi mereka
bergerak langsung dengan kekuatan politiknya menuju memenangkan pejabat publik. Ini tidak
berarti bahwa tekanan kelompok tidak merupakan usaha untuk mempengaruhi politik pemilihan,
tetapi secara politis mereka memiliki kepentingan untuk memenagkan pemilihan dengan
mempengaruhi kebijakan publik. Intinya partai politik adalah organisasi khusus yang memiliki
banyak pengaruh dan kepentingan kelompok, tetapi tidak secara langsung membuat kebijakan
publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bangsa secara universal. Lihat.
Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2008), 63-64.
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Partai juga bisa dilihat sebagai kontrak sosial yang berhak mewakili

kepentingan konstituennya dalam proses politik.2*

Partai politik juga berperan besar dalam mempengaruhi berbagai
kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, melalui wakil-wakilnya yang
duduk di lembaga legislatif. Betapa besarnya peran partai politik ini,
hampir semua aspek berbangsa dan bernegara menyangkuti kebijakan
tidak akan lepas dari partai politik. Sayangnya saat ini, mungkin
dikarenakan besarnya kewenangan terutama wakil-wakilnya yang
duduk di lembaga legislatif tanpa kesiapan secara mental maupun
finansial, akhir-akhir ini banyak tuduhan miring bahwa lembaga

legislatif termasuk lembaga paling korup di Indonesia.

7. Kelompok berkepentingan (Interest group)

Interest group atau kelompok berkepentingan adalah suatu
kelompok yang beranggotakan orang-orang Yyang mempunyai
kepentingan sama. Kelompok ini berusaha memengaruhi perumus
kebijakan formal. Kelompok ini berusaha agar kepentingan-
kepentingan kelompoknya bisa terakomodasi dalam kebijakan yang
dirumuskan oleh para perumus formal. Pihak ini biasanya mempunyai
kedekatan dengan pemangku kebijakan. Sehingga posisinya cukupdi

perhitungkan dalam suatu kebijakan.

24 Karim., Indonesia, 51-52.
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Meskipun kelompok ini tidak memiliki kewenangan secara
formal, namun mereka sering menggunakan berbagai macam taktik
dan strategi agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak
merugikan terhadap kelompoknya. Lobi, dengan pendapat, memberi
informasi yang gencar adalah cara-cara yang lazim ditempuh oleh

kelompok berkepentingan ini untuk menggolkan kepentingannya.

Biasanya kelompok berkepentingan mempunyai tuntutan yang
bersifat  khusus, sempit dan spesifik. Kelompok-kelompok
berkepentingan seperti: kelompok buruh, kelompok profesional,
kelompok nelayan, kelompok pendidik, dan sebagainya. Peranan yang
mereka mainkan dalam perumusan kebijakan sangat tergantung
kualitas anggota yang mereka miliki serta kemampuan bargaining
power yang dilakukan biasanya dalam melakukan tuntutannya, mereka
berkolaborsi dengan pihak-pihak lain atau bisa juga dalam bentuk
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berabgai organisasi sosial

baik lokal dan nasional bahkan ormas internasional.

. Perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para elit
akademisi berada, perguruan tinggi sering dijadikan ujung tombak
dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang akan dimasukkan
alam rumusan kebijakan. Dengan kebebasan kampus dan ekealisme

masyarakat akademik, perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan begitu
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saja dalam proses pembuatan kebijakan. Biasanya setiap rencana
pengambilan kebijakan seperti kebijakan pendidikan, selesai adanya
draft (aturan, undang-undang, dan lain-lain) selalu diikuti dengan
naskah akademik sebagai padanan draft aturan tersebut. Dengan
demikian, apapun kebijakan yang diambil nantinya melalui aturan-
aturan yang dihasilkan diharapkan tidak terlepas dari nuansa-nuansa

intelektual yang selalu menyertainya.

Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena di sinilah
nilai-nilai idealisme masih dipertahankan dan akan selalu
mengupayakan berbagai kebijakan tidak akan lepas dari muatan-

muatan intelektual yang dibahas bersama para akademisi di perguruan
tinggi.

. Tokoh Masyarakat/Perorangan

Keterlibatan tokoh masyarakat/perorangan terkadang sangat
diperlukan terutama menyangkut pendapatnya untuk sebuah kebijakan.
Hal ini tentu saja untuk menetralisir dari berbagai kepentingan yang
ada. Akan lebih diperlukan lagi kalau tokoh perorangan dari golongan
profesional yang akan bersentuhan langsung dengan kebijakan yang

akan dirumuskan.

Unsur-unsur tersebut di atas mempunyai pengaruh nyata dalam
perumusan sebuah kebijakan, akan tetapi mereka tidak mempunyai

kewenangan hukum untuk mengambil keputusan. Dalam era reformasi
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sekarang Indonesia memiliki multi partai, ada kemungkinan beberapa
partai mewakili suatu kepentingan yang sempat kelompok kepentingan
hadir dalam percaturan pembuatan kebijakan untuk memperjuangkan
kepentingannya dalam kebijakan tersebut sangat tergantung pada

budaya politik yang mereka anut.

Sebuah negara autokritik kehadiran kelompok kepentingan
biasanya sangat minim, namun di negara-negara demokratis kehadiran
kelompok berkepentingan adalah sangat signifikan dan nyata. Yang
termasuk kelompok berkepentingan seperti  persatuan buruh,
professional, tani, guru, nelayan, usahawan (interpreneur), organisasi
kepepemudaan dan sebagainya. Pengaruh kelompok berkepentingan ini
sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain: jumlah dan kualitas
anggota dan pengurus, kerapian dan kemampuan berorganisasi dan

urgensi serta strategis kepentingan yang diperjuangkannya.?®

Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, baik secara
individu maupun secara kelompok dengan maksud untuk mencapai
tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Secara sederhana
kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran
rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang
bersifat konkrit, atau dengan lain pelaksanaan keputusan atau formulasi

kebijakan yang berhubungan dengan aspek teknis proses implementasi

.25 Hasbullah Kebijakan Pedidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 74-80.
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akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Yyang
ditetapkan, program kegiatan yang telah disusun secara skematis dan
terperici serta yang terpenting adalah adanya dana yang harus telah
tersedia dalam menyalurkan demi mencapai sasaran dari suatu

kebijakan tersebut.?

Pencapaian sasaran atau target dalam kebijakan pendidikan,
merupakan sebuah rumusan kebijakan tampaknya sangat tergantung
pada seberapa besar pemahaman pengambil atau penentu kebijakan
tersebut terhadap pendidikan. Oleh karena itu, biasanya para pengambil
kebijakan selalu memiliki staf-staf khusus yang berfungsi sebagai staf
ahli, agar segala kebijakan yang diambil tidak keliru. Bahkan
semestinya sebelum kebijakan dikeluarkan, maksud dari kebijakan
umum untuk memperoleh berbagai masukan, termasuk misalnya perlu
diseminasikan, lokakarya, temu ilmiah dan sebagainya. Tanpa adanya
sosialisasikan, yang baik, sebuah kebijakan akan sangat sulit

diterapkan dan mungkin saja akan berhadapan dengan banyak masalah.

Berbagai problem yang terjadi demikian, warna sebuah kebijakan
dapat diformulasikan sangat tergantung pada seberapa besar kebijakan
tersebut dapat tersosialisasikan dan sejauhmana kemampuan
masyarakat memainkan perannya. Karenanya tidak jarang untuk

menghasilkan sebuah kebijakan diperlukan bargaining lobi dan bahkan

% Suranto, Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2014), 19.
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intervensi pihak-pihak tertentu. Namun substansi sebuah kebijakan

adalah bersifat win-win solution, tidak ada pihak yang merasa sangat

dirugikan.
Harapan ini muncul dari K. Quraisyi yang menginginkan
pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus melakukan
kebijakan yang punya daya tawar (bargaining posision) dan
menjadi  solusi  bersama dalam menyelesaikan masalah
pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama terutama
pemerhati pendidikan, salah satunya mengembalikan ruh nilai
pendidikan pesantren seperti harus mendahulukan aspek afektif di

tengah kondisi bangsa yang terpuruk akibat dekadensi moral
santri.?’

Upaya memformulasikan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan
pendidikan yang baik, paling tidak ada dua kriteria yang harus
dipenuhi yaitu (1) rumusan kebijakan pendidikan tidak mendektikan
keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu, (2)
rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan menghadapi
masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Artinya, baik waktu,
tenaga, biaya yang banyak dihabiskan tidak hanya sekedar
dipergunakan memecahkan satu masalah atau situasi tertentu saja, tapi
diupayakan lebih menyeluruh atau holistik, bahkan diharapkan
sekaligus dapat memprediksi kejadian yang akan datang. Dengan
begitu, kebijakan yang dilakukan sekaligus merupakan sebuah upaya

yang bersifat antisipatif.

27 Wawancara, Quraisyi, 25 Mei 2016.



284

Untuk merumuskan kebijakan, termasuk dalam hal ini
kebijakan pendidikan, ada beberapa prosedur yang biasanya

dilakukan, yaitu

1. merumuskan masalah kebijakan pendidikan, ini penting, karena inti
persoalan dikeluarkannya sebuah rumusan kebijakan berada pada
tahap ini,

2. menyusun agenda kebijakan, hal ini disesuaikan dengan skala
prioritas secara berurutan,

3. pembuatan proposal kebijakan, yaitu serangkaian kegiatan yang
arahnya menyusun dan mengembangkan banyak alternatif tindakan
dalam rangka memecahkan masalah kebijakan, dan

4. legalitas rumusan kebijakan, dalam artian kebijakan tersebut sudah
menjadi kesepakatan bersama dan bersifat final, sehingga dapat
dijadikan pedoman pelaksanaan kebijakan.

Pada tahapan implementasi kebijakan ini yang sangat penting, suatu
program kebijakan hanya akan menjadi catatan saja, jika program tersebut
tidak diimplementasikan dengan baik, walaupun kebijakan sudah benar.
Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif
pemecahan masalah harus diimplementasikan, dilaksanakan oleh badan-

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini,

berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi
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kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, maupun beberapa dan

berbagai pihak lain mungkin akan ditentang oleh para pelakasana.?®

Implementasi kebijakan merupakan administrasi hukum dari berbagai
aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Tahap implementasi ini terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan dan dana

disediakan untuk membiayai kebijakan tersebut.

Pada dasarnya proses implementasi suatu kebijakan merupakan proses
yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting
disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap
implementasi. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat sangat bagus
dengan berbagai pertimbangan namun tidak ada tindak lanjut berupa
implementasi atas kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, merupakan

usaha yang sia-sia yang tidak ada artinya.

Para ahli ilmu-ilmu sosial berpandangan bahwa proses implementasi
kebijakan, termasuk dalam hal ini pendidikan, berlangsung lebih rumit
dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Proses
implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial,
hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai

suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Meskipun atara

28 Agus Sukristiyanto, dalam Karim, ljtihad., xv.
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perumusan implementasi kebijakan pendidikan, merupakan dua

rangkaian proses yang saling berkesinambungan.?®

Bebagai upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut, diperlukan
suatu input berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan,
sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang
akan mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang
terkait, standart operating procedures, dan lain-lai. Jadi implementasi
merupakan langkah lanjut setelah kebijakan dirumuskan. Implementasi
kebijakan dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-intruksi

lainnya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Maka dengan demikian, tujuan implementasi kebijakan pendidikan
adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dibidang
pendidikan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.
Maka respon baik keberhasilan antara pelaksanaan kebijakan dengan
desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan
dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang
dihadapi. Di samping itu, langkah-langkah evaluatif juga sangat berperan
penting untuk melihat seberapa jauh implementasi sebuah kebijakan
berhasil dilaksanakan dan sejaunmana masyarakat merespons secara baik

tenatng suatu kebijakan yang diberlakukan oleh suatu pemerintahan.

29 Hasbullah, Kebijakan, 92.
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Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan di bidang pendidikan
pada dasarnya banyak faktor yang memengaruhinya, diantaranya
ligkungan, sumber daya manusia, ekonomi, politik dan sebagainya.
Kebijakan pendidikan dipandang sebagai bagian dari kebijakan
pemerintah secara keseluruhan, sebingga ketika membahas dan
mempelajari tentang kebijakan pendidikan tentulah tidak akan terlepas
dari kebijakan pemerintah secara umum. Dalam kenyataannya, apa yang
berkembang di dunia pendidikan sendiri sering berasal dari
perkembangan-perkembangan di bidang lain, yang begitu saja diikuti

oleh dunia pendidikan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat
dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang di
buat bukan hanya sekedar berheti pada tataran tumusan, melainkan harus
secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apa pun rumusan kebijakan yang
dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan
manfaatnya. Sebaiknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika
sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apa pun hasilnya.
Maka, segala kritik, masukan yang bersifat konstruktif demi suatu
perbaikan yang mendasar adalah hal harus didengar dan
depertimbangkan sebagai acuan adapun berbagai kekurangan menjadi
modal untuk memberlakukan kebijakan yang lebih dirasakan oleh

masayrakat Secara umum.



288

C. Analisis Kebijakan Pendidikan di Kabuapaten Sumenep

Keberadaan suatu pesantren, dengan segala elemennya, tentu tidak dapat
tinggal diam melihat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung itu
menimpa masyarakat Indonesia. Pesantren dituntut untuk melihat kembali visi
dan misi yang diembannya. Pesantren, apa dan di manapun, mesti harus
memiliki visi yang transformatif bagi terciptanya masyarakat yang
berpendidikan secara substansial dan sangat penting dan pembenahan yang
bersiafat fundamental. Melalui visi itu, pesantren ditantang untuk
mengembangkan pendidikan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan sekedar
pembelajaran atau melakukan transfer ilmu pengetahuan semata, apalagi

hanya sekadar bersifat formalitas.

Pesantren harus tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga
tradisional dengan sistem nilai yang khas, sambil berusaha mengerakkan
kemampuannya untuk melayani masyarakat kalangan bawah. Sedangkan
dalam bentuk interaksi, pesantren dipertemukan dan dipadukan dengan
lembaga modern, mulai dalam aspek kepemimpinan, kurikulum, bangunan,

sampai dengan orientasinya.

Pencapaian kearah itu meniscayakan pesantren untuk membaca kembali
nilai-nilai luhur yang telah menjadi tradisi pesantren sehingga dapat
dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian. Untuk itulah, sebuah
metodologi yang tepat, wawasan Yyang luas, serta proses yang

berkesinambungan menjadi kondisi mutlak yang harus dilakukan dan

30 A’la, Pembaharuan., 164.
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dikembangkan. Melalui upaya itu, nilai-nilai moral Islam diharapkan dapat
dikembangkan menjadi akhlak sosial, dan pada gilirannya dapat mewujudkan
masyarakat yang berkeadaban menuju kehidupan yang lebih adil, damai dan

sejahtera.

Keberdaan elite pesanntren dengan kebijakan dirasakan oleh berbagai
lapisan masyarakat pesantren dan masyarakat walaupun pro kontra tidak bisa
dinafikan dengan adanya keberpihakan dan perhatian khusus pada pesantren
mulai begulirnya reformasi tahun 1998. Hal ini nampak dari berbagai
perhatian berupa kebijakan pemberian bantuan terhadap guru swasta, guru
ngaji langgher dan mushalla. Walalupun sekarang sudah mulai ada pengetatan
pemberian bantuan seperti harus punya akte yayasan dan bahkan harus
terdaftar di Kemenkumham. Hal ini direspons secara positif oleh masyarakat,
karena politik kebijakan adalah seni dengan tujuan kemaslahatan umum dan
secara mayoritas Sumenep lembaga pesatren adalah lembaga mayoritas dan
masih menjadi pilihan yang belum dapat tergantikan oleh masyarakat.>:

Hal senada juga diungkapkan oleh Abd. Kadir. Pemberdayaan terhadap
dunia pendidikan terutama pesantren harus lebih ditingkatkan, karena jasa
pendidikan pesantren punya jasa besar dalam bidang pendidikan tentu Dinas
Pendidikan melihatnya tanpa melihat negeri atau swasta pesantren atau non
pesantren, namun secara keseluruhan yan penting memenuhi persyaratan.
Secara jelas pesantren dengan lembaga pendidikan formal dan non formal
yang dinaungi oleh yayasan apakah berbentuk MADIN, MI/SDI/MTs/SMPI
dan MA dan SMAP/I/K. Sejak awal reforamasi mendapat angin segar yang
ternyata sudah mulai diperhatikan. Baik dari bantuan fisik, berupa rehap atau
juga program seperti BPE life Skill, insentif guru, transport guru, peningkatan
kualitas SDM Guru untuk studi lanjut, Bantuan opersional Mutu Madrasah
bantuan penyelenggaraan pendidikan yang dulu sebelum ada BOS tingkat
SMA/MA/SMK sudah dialokasikan dari APBD Kabupaten Sumenep, namun
ketika ada program wajib 12 diterapkan BOS untuk tingkat SLTA ditiadakan,
karena akan tejadi double conting dengan kebijakan pusat. Adapun BOSDA
untuk Madin adalah dari Propinsi dan pemda Kabuptaen Sumenep
menyediakan dana sharing yang kisarannya semisal 10% dari APBD
Kabupaten/kota.3?

31 KH. Hafidzi, Wawancara, Sumenep, 01 April 2016.
32 KH. Ramdlan Siradj, Wawancara, Sumenep, 11 April 2016.
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Hal yang tidak jauh berbeda juga ditegasakan oleh Soroyo, ia melihat
dalam kacamata politik dengan banyak para elit pesantren banyak kebijakan
pendidikan yang teranggarkan untuk pesantren yang mayoritas pengasuhnya
adalah kiai itu sendiri. Idealnya elit pesantren mengutus para santrinya untuk
bertarung apakah kursi legislatif atau eksekutif berada di wilayah birokrasi
agar ketika ada hal menyimpang para kiai dan elit pesantren dapat menegur
secara langsung. Maka, penting kedepan untuk lebih menciptakan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengesahan APBD lebih banyak melibatkan para
tokoh masyarakat, LSM dan pimpinan pesantren.®

Melihat perhatian pemerintah terhadap pendidikan pada dunia
pendidikan telebih pesantren. Maka penting dikelola adalah dampak yang
harus dijaga ketika sebagai pemangku kebijakan adalah sebagai upaya
pengembangan pendidikan pondok pesantren dalam konteks otonomi daerah,
harus terus ditingkatkan paling tidak ada dua hal yang memerlukan perhatian

secara khusus, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pengembangan

yang bersifat ekstrenal, di antaranya meliputi:

1. Tetap menjaga agar citra pondok di mata masyarakat sesuai harapan
masyarakat, harapan orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok.
Untuk hal ini, mutu lulusannya harus mempunyai nilai tambah dari lulusan
pendidikan lainnya yang sederajat.

2. Meskipun diakui kekhususannya, pesantren adalah bagian dari pendidikan
nasional dan santrinya pun adalah bagian integral dari msyarakat, karena
mereka dipersiapkan unutk memikul tanggung jawab dalam masyarakat.
Oleh sebab itu pesantren harus selalu peduli terhadap aturan main dalam

tata aturan dalam pendidikan nasional.

33 Suroyo, Wawancara, Sumenep, 02 April 2016.
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3. Santri-santri hendaknya dipersiapkan untuk mampu berkompetisi dalam
masyarakat yang majemuk.

4. Pesantren hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan dan
perubahan yang terjadi, terhaap temuan-temuan ilmiah, termasuk temuan
baru dalam dunia pendidikan, artinya pesantren tidak tenggelam pada
dunianya sendiri.

5. Pesantren juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi
(laboratorium agama) yang dapat membahas berbagai perkembangan
dalam masyaratak, guna kepentingan bangsa dan umat Islam khusunya.

Sedangkan yang bersifat internal dalam pengembangan pesantren,

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kurikulum pesantren hendaknya dirancang sedemikian rupa untuk
memenuhi kebutuhan santri, baik minat, bakat ataupun kamempuannya.
Hal ini dimungkinkan, karena penelusuran bakat dan minat mereka lebih
mudah dilakukan di pesantren, sebab umumnya santri tiggal di pondok.
Kurikulum ini sekaligus dapat menyatukan dengan baik antara aspek
intelektual — emosional, agama — spiritual, dan kinerja — psikomotorik.

2. Tenaga pengajar pesantren, tanpa mengurangi peran kiyai, untuk
pengembangan pesantren yang adaptif kiranya perlu kriteia-kriteria khusus
dalam perekrutan tenaga pengajarnya. Minimal hal-hal yang perlu
dipertimbangkan: (1) mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup
mantap, di samping itu juga ia profesional dalam bidang ilmu yang

diajarkan, serta punya kemampuan dalam mentransfer ilmunya kepada
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santri dengan baik. Sering disebut dengan ulama-ilmuwan pendidik, (2) ia
seorang professional dalam bidang ilmu yang diajarkan, mampu
melakukan transfer ilmunya dengan baik, dengan metode-metode yang
baik dan tepat, tetapi juga memiliki wawasan keagamaan yang mantap
sehingga dapat melakukan pendekatan agama tehadap ilmu yang
diajarkan. Dengan demikian, ia merupakan kombinasi ilmuwan pendidik
dan ulama.

3. Proses pembelajaran di pesantren, dikarenakan jumlah santri yang cukup
banyak dan santri juga tidak lagi menerima informasi sepihak, karenanya
perlu dikembangkan daya nalar, kritik dan kreativitas santri.

4. Sarana pendidikan di pesantren, faktor sarana sangat menentukan, hampir
bisa dipastikan dengan sarana belajar yang lengkap, hasil yang dicapai
akan lebih baik ketimbang yang tidak memiliki sarana. Sarana-sarana
dimaksud seperti ruang belajar yang baik, perpustakaan yang lengkap,
peralatan laboratorium, media-media belajar, computer, teknologi jaringan
dan sebagainya.

5. Aktivitas kesantrian, tidak hanya knowledge dan afeksi meliputi mengaji,
shalat berjamaah, tadarus, membaca kitab dan sebagainya, untuk kondisi
sekarang wawasan santri perlu diperluas dengan aktivitas yang lebih
banyak, mereka perlu meneliti sesuatu yang ada di lingkungannya,
sehingga temuannya dapat membenarkan betapa besar kekuasaan Tuhan
yang maha Esa, mereka perlu sentuhan psikomotor berolahraga dan seni,

berorganisasi, belajar bisnis dan sebagainya. Dengan aktivitas yang banyak
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tersebut akan sangat membantu santri dalam pengembagan kualitas dan
kesiapan berkompetensi setelah keluar dari pesantren.

Secara lebih jauah kerangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan,
pada dasarnya keberadaan pesantren tidak banyak berubah, sebab sebagai
konsekuensi dari desentralisasi pendidikan adalah diserahkannya kembali
pendidikan kepada masyarakat yang memilikinya, sementara pesantren
sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat, didirikan oleh
masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, yang perlu dibebani
hanya dalam hal-hal bagaimana agar pesantren tidak ketinggian dalam
konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai

perubahan yang terjadi dan terus mengalami kemajuan.

Hal ini penting dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan, termasuk
kebijakan pendidikan, apa pun yang dipilih para pengambil keputusan,
selalu akan menimbulkan adanya pro dan kontra. Apalagi ketika kebijakan
pendidikan dimaksud tidak secara partisipatoris melibatkan berbagai
elemen masyarakat dalam perumusannya. Misalnya saja tidak dilakukan
uji publik terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan pendidikan
diimplementasikan. Adanya pertentangan tersebut dapat dimengerti karena
setiap kebijakan pendidikan akan berdampak secara sosial maupun

ekonomi terhadap masyarakat luas, baik positif maupun negatif.

Untuk menghasilkan rumusan kebijakan penddikan yang baik, ada
beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) rumusan kebijakan

pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan
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lingkungan tertentu, (2) rumusan kebijakan dapat dipergunakan
menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini
berarti bahwa waktu, biaya dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak

sekadar dipergunakan memecahkan satu macam masalah.

Hal terjadi di Sumenep sekaligus menjadi bahan untuk suatu
perumusan kebijakan direspons oleh A. Dardiri sekaligus menjadi
masukan adanya wahana umum seperti Taman Bunga (TB) yang terletak
didepan masjid Agung Sumenep, tidak hanya menjadi sarana mencari dan
menikmati kuliner serta permainan anak-anak seperti mobil-mobilan dan
odong-odong, namun dapat menyediakan sarana eduktif semacam gazebo
atau perpustkaan mini, di mana orang tua dapat membacakan cerita
edukatif dan inspiratif yang nantinya dapat meningkatkan minat anak-anak
untuk membaca tidak hanya sekedar wahana bermain dan menikmati
kuliner. Ini semua bisa dilakukan dengan menagalihkan dana seperti
Bantuan Pelaksanan penyenggaraan Pendidikan (B2P), namun bantuan
tersebut ditiadakan sehinnga tidak dapat digunakan untuk pembangunan
fisik dan buku perpus sekolah.3*

Respons walaupun terjadi pro kontra tapi ini adalah baik demi
membangun atmosfir akademik, karena Sumenep terkenal dengan
religiusitanya, hal ini nampak dengan gencarnya pemberantasan buta
aksara perlu ditingkatkan dan butuh yang serius agar tidak terjadi
kesalahan, maka penting penagwasan dan masukan dari seluruh stake
holder pendidikan untuk bersama-sama membenahi pendidikan Sumenep
agar lebih maju.®

Respons muncul pemangku kebijakan di Sumenep harus bisa duduk
besama baik dari Kemenag, Dikans, Dewan Pendidikan, pesantren dan
berbagai organisasi pegiat pendidikan, meraptaan barisan dengan
melakukan gerakan bersama untuk kemajuan pendidikan Sumenep.*

3 A, Dardiri, Wawancara, Sumenep, 31 Mei 2016.
% A, Safraji, Wawancara, Sumenep, 27 Mei 2016.
3% A Quraisyi, Wawancara, Sumenep, 28 Mei 2016.
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Maka, kedepan penting mengedentifikasi berbagai hal kebijkan
pendidikan dengan melakukan prosedur yang merumuskan kebijakan
berdasarkan pada kebutuan, termasuk kebijakan pendidikan adalah

meliputi hal-hal sebagai berikut.%’

1. Identifikasi isu kebijakan pendidikan
Perumusan masalah kebijakan sangatlah penting, karena sebagian besar
waktu yang dihabiskan dalam memformulasika kebijakan pendidikan
tersebut berada pada perumusan ini. Salah dalam perumusan sebuah
kebijakan akan berakibat sangat fatal, dan kemungkinan besar kebijakan
yang dilakukan juga akan mengelami hambatan dan tantangan berat di

lapangan.

Kekeliruan dalam merumuskan masalah, berakibat pada langkah-
langkah berikutnya, bahkan menjadi kelirunya formulasi kebijakan. Oleh
karena itu, perumusan masalah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan
haruslah hati-hati, cermat dan teliti. Data-data, informasi, dan keterangan-
keterangan yang didapatkan dan merupakan masukan dari banyak peserta

kebijakan pendidikan haruslah dapat diakomodasi sedemikian rupa.

Kehidupan politik senantiasa berhadapan dengan berbagai isu. Partai-
partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, parlemen, media
massa, departemen pemerintah dan perusahaan swasta pada dasarnya

selalu berkompetisi untuk menawarkan berbagai isu kunci sesuai

37 Hasbullah, Kebijakan.,
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kepentingannya. Isu-isu kebijakan ini pada hakikatnya merupakan
permasalahan sosial yang aktual, memengaruhi banyak orang, dan
mendesak untuk dipecahkan. Misalnya, masalah banyaknya anak jalanan
yang tidak dapat sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, kualitas
pendidikan yang semakin menurun, gaji guru yang tidak mencukupi,
masih tingginya kesenjangan pendidikan di berbagai daerah, dan lain-lain,

adalah beberapa masalah yang biasanya dijadikan isu kebijakan.

. Penyusunan agenda kebijakan

Agenda dari berbagai masalah-masalah yang dirumuskan, kemudian
dipilih masalah-masalah dengan prioritas dari yang paling krusial sampai
dengan yang paling tidak krusial, untuk diagendakan. Diperuntutkannya
masalah dari yang krusial sampai yang paling tidak krusial tersebut sangat
penting karena tidak mungkin semua masalah dapat diagendakan. Dengan
demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut dengan sendirinya

haruslah masalah-masalah yang mungkin saja dapat diselesaikan.

Membuat draf kebijakan

Proposal draf kebijakan di sini dimaksudkan adalah serangkaian
kegiatan yang arahnya adalah menyusun dan mengembangkan banyak
alternatif tindakan dalam rangka memecahkan masalah kebijakan
kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: mengenal alternatif pemecahan
masalah, mendefinisikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah,

mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari sudah kemungkinan
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dapat dilaksanakan atau setidaknya, dan memilih altenatif yang paling

tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

. Pengesahan rumusan kebijakan

Suatu rumusan kebijakan baru dipandang final setelah disahkan oleh
peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan ini penting, karena sejak
itulah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kebijakan
pengesahan atau legalitas adalah suatu konstitusional alternatif-alternatif
pemecahan masalah terpilih yang selama ini diupayakan pengesahan ini
penting agar siapa pun yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan
tersebut, akan secara jalas dapat menemui sasarannya. Hal ini penting agar

tidak tejadi kesalahan dan tumpang tindih dari suatu kebijakan.

Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan, bukan berarti rumusan
kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem
muncul di sekitar rumusan yang kurang atau tidak jelas ketidakjelasan ini

biasanya bersumber dari beberapa hal, yaitu:

a. Pembuat kebijakan kurang menguasai pengetahuan, informasi
keterangan dan persoalan-persoalan baik yang bersifat konseptual
maupun substansinya.

b. Sumber acuan para pembuat kebijakan, baik yang formal maupun tidak
formal berbeda-beda. Oleh karena berbeda-beda, maka kompromi atau
jalan tengah sering Kkali diambil sebagai alternatif untuk

mengakomodasinya. Kompromi-kompromi demikian lazim dilakukan
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agar kebijakan dapat dirumuskan sesuai dengan target waktu yang
telah ditetapkan. Kenyataan ini yang menjadikan rumusan kebijakan
sering mengambang dan tidak fokus lagi.

c. Kurangnya informasi dan terlalu banyaknya informasi juga bisa
berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan. Hal ini dikarenakan,
kurangnya informasi yang menyebabkan persoalan-persoalan dan
alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan
banyaknya informasi menyebabkan para perumus kebijakan
dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud menyelesaikan persoalan
dan alternatif yang akan dipilih.

Era reformasi membawa perubahan di segala bidang. Salah satunya
adalah otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dengan dasar
desentralisasi ini didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi,
pemerataan dan efisiensi. Desentralisasi berimplikasi semua kebijakan
publik harus berasal dari masyarakat (bawah) ke atas, bukan lagi dari atas
(pemerintah pusat). Akan tetapi, dalam bidang pendidikan, hal tersebut
sepertinya tidak berjalan seperti seharusnya. Kebijakan yang menyangkut
pendidikan hanya disusun oleh Dinas pendidikan tanpa adanya partisipasi
dari bawah. Selain itu, juga ditemui rendahnya orientasi peraturan daerah
khusus bidang pendidikan. Pemerintahan daerah selama ini tidak
mempunyai kebijakan yang signifikan, khususnya dalam anggaran

pendidikan.
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Butuh suatu kometmen yang kuat dalam proses perencanaan awal
pembuatan Kkebijakan, aspek pertama merupakan proses politik yang
berlangsung dalam berbagai tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, di
mana aktivitas politik ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan
dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung
satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan
agenda, formulasi kebijakan adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan
penilaian kebijakan. Termasuk juga penting evaluasi terhadap suatu
kebijakan. Dengan demikian sebuah kebijakan akan mudah dipahami
apabila dikaji tahap demi tahap hal tersebut dan menjadikan kebijakan
yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat

dinamis.

Aspek kedua yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan
adalah konteks kebijakan. Ini harus dilakukan karena kebijakan tidak
muncul dalam kehampaan, melainkan dikembangkan dalam pengaturan
struktural tertentu. Kebijakan juga merupakan tanggapan terhadap
masalah-masalah tertentu, kebutuhan serta aspirasi yang berkembang hal

ini penting dalam pengambilan suatu kebijakan.

Aspek ketiga yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan
yakni pelaku kebijakan. Aktor kebijakan pendidikan adalah pelaku
kebijakan. Aktor kebijakan pendidikan bisa dikategorikan menjadi dua,
yaitu: para pelaku resmi dan pelaku tak resmi. Pelaku resmi kebijakan

pendidikan adalah perorangan atau lembaga yang secara legal memiliki
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tanggungjawab berkenaan dengan pendidikan. Aktor tak resmi kebijakan
pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok
kepentingan, partai politik, dan media. Dalam aktor keijakan resmi, juga
dibagi-bagi tetapi mengikuti sistem pemerintahan negara yang dikaji mulai
dari pejabat senior hingga partai politik, lembaga pendidikan, lain-lain

lembaga terkait pendidikan, dan antar badan antar pemerintah.

Pada aktor informal, atau tak resmi, terdapat kelompok kepentingan,
partai politik, serta media massa. Kelompok kepentingan ini antara lain
serikat guru, asosiasi yang mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu,
asosiasi yang mewakili peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan
perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orang tua peserta didik.
Berdasarkan seluruh kajian yang dilakukan, memang tidak mungkin untuk
disimpulkan secara umum. Namun demikian, jelas bahwa kadang-kadang
kebijakan pendidikan secara terbuka dan hati-hati dehentikan, dimokifikasi

atau diganti dengan kebijakan lain.

Tinjauan dan analisa peneliti secara jelas respons masyarakat tentang
keberdaan elite pesantren, ketika dipercaya diranah birokrasi baik wilayah
eksekutif atau legeslatif, ia hadir dari pesantren untuk Sumenep atau dari
santri untuk Sumenep, atau dapat menerjemahakan visi kemaslahatan umum
seperti kebijakan pada masa awal pemerintahan Kiai Ramdlan, pemberian
beasiswa studi lanjut bagi guru swasta dengan menggandeng LP Ma’arif,
pengalokasian transport guru dan guru kontrak, pemberian besasiswa bagi

mahasiswa kurang mampu, bantuan bagi siswa SMA/MA dan SMK sebelum
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ada BOS untuk tingkat MA/SMA/SMK dan sederajat termasuk bantuan
peningkatan fisik lembaga pendidikan, seperti Blogrand dan Bantuan
Operasional Manajemen Madrasah (BOMM). Termasuk juga bantuan
terhadap guru ngaji atau guru langghar. Usaha ini tentunya harus lebih pada
pemenuhan segala kelengkapan dan pebaikan fisik, penamabhan bahan baca

pepustakaan.

Pada periode kepemimpinan berikutnya program dan kebijakan yang
memang betul dirasa manfaatnya oleh masyarakat dilanjutkan pada masa
Abuya Busyro Karim, seperti gencarnya pemberantasan buta aksara atau
penyelenggaraan keaksaraan fungsional mengganding ormas dan Banom NU
seperti muslimat dan berbagai guru ngaji, ditambah lagi dengan
pengembangan pendidikan PAUD dan pendirian SMK sebagai upaya
menyiapkan skill yang kompeten dibidang tertentu dan dengan memberikan
beasiswa untuk kuliah tentang Migas, penataan jabatan kepala sekolah
dengan limit waktu paling lama 12 tahun, sehingga semua yang terkait
bagaimana pengembangan pendidikan yang berada di Sumenep harus
banyak berpihak pada swasta yang dibina dikelola oleh yayasan di bawah
naungan institusi pesantren. Hal ini ditegaskan Bupati Busyro pada peneliti
interview dengan mendapat apresiasi bahwa alokasi APBD Kabupaten

Sumenep berpihak terhadap swasta.

Respons baik berpa apresiasi atau mengkritisi ini adalah merupakan
tahapan dari kebijakan, lebih dilihat dari nilai dan manfaat yang dirasakan

oleh masyarakat. Maka setidaknya setidaknya ada 3 (tiga) dimensi yang
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menyertainya, Yyaitu; pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah
publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua,
dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan
kebijakan. Ketiga, dampak kebijakan pada keadaan sekarang maupun yang

akan datang.

Pada tahap implementasi bisa terjadi penghentian atau perubahan
kebijakan, dilakukan penghentian kebijakan tidak berhasil atau hasilnya
dinilai tiak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan umpan-
balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan baru. Kebijakan
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan
untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan,
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu dan tujuan
tertentu. Sasaran atau maksud pendidikan tak jarang dijadikan isu politik
membutuhkan pranata sosial dan masyarakat yang memiliki partisipasi aktif
dengan kamampuan untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi itu merupakan
hal yang utama dalam mendukung terwujudnya kebijakan yang benar-benar

adil dan demokratis dan bisa mengamodir semua pihak.

Suatu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat bedasarkan
aspirasi masyarakat bawah (grass root) dan berpihak terhadap mayarakat
dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan

adanaya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan
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kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal,
karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.
Walaupun pemangku kebijakan tidak bisa memberikan kepada semua pihak,
namun setidaknya, resiko kebijakan yang diambil lebih sedikit. Sehingga

tidak terjadi gesekan yang meruncing dapat diantisipasi sejak awal.

Mengingat peran kiai begitu besar dan sentralnya maka respon
masyarakat tentang sosok Kkiai sebagai pemimpin harus memenuhi Kriteria
ideal sebagai berikut: (1). Kiai harus dapat dipercaya, (2). kiai harus ditaati,
(3). Kiai harus diteladani oleh komunitas yang dipimpinnya. Oleh sebab itu,
prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang kiai dalam rangka
memenuhi Kriteria tersebut tercermin dari integritas seorang kiai terhadap
kebenaran, kejujuran dan keadilan agar dapat dipercaya. Prasyarat kedua
adalah kapasitas potensial kiai dalam penguasaan informasi, keahlian
professional dan kekuatan moral agar ia tetap dihormati dan ditaati.
Prasyarat ketiga adalah pesona pribadi yang tidak saja menjadikan seorang
kiai dicintai dan dijadikan panutan melainkan juga dijadikan pula figur
keteladanan dan sumber inspirasi bagi komunitas yang dipimpinnya.®
Maka, pesantren sebagai lembaga sosial pendidikan keagamaan memiliki
pengaruh besar di negeri ini perlu menyikapi secara kritis semua persoalan

yang selalu terjadi pada lembaga pendidikan pesanatren. Sehingga para elite

% Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di tengah arus
perubahan (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 304-305.
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pesantren dituntut menyadari bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih

terbelakang dalam bidang ekonomi dan terutama pendidikan.*

Melihat realita ini, secara umum respons masyarakat tentang para
Bupati-kiai yang berasal dari rahim pesantren yang secara politik dan legal
formal telah ditasbihkan menjadi ‘rato’ mau tidak mau dituntut harus dapat
bersikap dan berperilaku secara jelas dan tegas sesuai dengan konteks dan
setting sosial-politik budaya yang melingkupinya. Artinya, pada saat atau
situasi apa harus berperan dan berfungsi sebagai figur ‘ghuru’ dan pada saat
dan situasi sosial budaya mana pula harus berfungsi sebagai figur rato. Jika
tidak, bukan hanya warga masyarakat yang akan mengalami kebingungan
kultural, melainkan bisa jadi justru dirinya sendiri akan mengalami hal yang
sama. Bila demikian, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan membangun

daerah tidak akan berjalan secara efektif dan efisien.*

Kiai memiliki sarana yang amat efektif untuk mempengaruhi
massanya. Mulai tradisi kegiatan keagamaan mereka ini memiliki peluang
besar untuk mengembangkan pengaruhnya. Banyak sekali kegiatan kiai baik
secara individu maupun kelompok yang mengundang daya tarik banyak
orang. Secara individual, kiai dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan
kehidupan seperti dimintai doa restu terhadap anak yang baru lahir, mencari
pekerjaan, khitan, perkawinan, sakit sampai ketika mengalami musibah

kematian. Bahkan, tidak ayal, bahwa pemerintah desa sendiri atau mungkin

39 Abd. A’la, Pembaharuan Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2006), 69.
40 Wiyata, Mencari, 198.
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juga tingkat kecamatan datang ke kiai meminta jasa serupa. Selain itu, juga
masih banyak kegiatan keagamaan secara kolektif yang memerlukan
hadirnya Kiai, seperti dalam acara Tahlilan, membaca surat Yasin, Manakib,
pengajian baik yang dilakukan secara rutin maupun pada hari besar Islam.*!
Keberadaan seorang pemimpin pesantren (kiai) dalam beraneka forum atau
kegiatan masyarakat tersebut wajar jika melahirkan suatu kepatuhan umat
kepadanya dan sangat begitu mengakar di berbagai lapisan masyarakat.
Karena posisi disegani baik karena kedalaman ilmunya dan mengopeni

masyarakat.

Penghargaan masyarakat kepada kiai begitu tinggi karena masyarakat
kita adalah masyarakat peternalistik. Dalam masyarakat semacam ini Kiali
dianggap sebagai bapak yang selalu mendidik dan tidak mungkin
menyesatkan, sehingga mereka menaruh kepercayaan penuh padanya.
Konsekuensinya, (segala) perintah kiai, mendapat respons yang tinggi dari
masyarakat.*? Karena kiai di Sumenep masih memiliki nilai tawar yang
cukup tinggi pada lapisan masyarakat teruatama pedesaan. Kiai juga
merupakan representasi serta idola bagi masyarakat yang ada disekitarnya.*®
Representasi ini merupakan ketaatan kepada kiai baik di lingkungan

pesantren dan bahkan masyarakat secara universal.

Berbicara konteks kebijakan publik khususnya dalam bidang

pendidikan dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, baik

41 Suprayogo, Kiai, 72.
42 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta, Erlangga 2007), 51.
43 Supandi, Harmoni Pesantren dan Kitab Kuning (Sampang: Stainata Press, 2013), 146.
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seorang pejabat, suatu kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu
bidang kegiatan tertentu, adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan dan tidak dilakukan. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten
Sumenep cukup tepat dengan melakukan reformasi birokrasi dan
memberikan dampak pada peningkatan pelayanan publik. Pemahanan ini
juga masih memberikan nuansa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan itu sebagai serangkaian Kkegiatan yang sedikit banyak
berhubungan beserta konsekwensi-konskwensinya bagi mereka yang

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri.

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan
dapat pula menunjukkan siapa yang akan ditugasi  untuk
mengimplementasikan berbagai program yang ada. Keputusan-keputusan
demikian ini pada gilirannya akan dapat mempengaruhi bagaimana
kebijakan itu akan diwujudkan kelak kemudian hari. Dalam hubunga ini
mungkin akan dapat dideteksi secara dini adanya perbedaan-perbedaan
tertentu pada berbagai satuan birokrasi yang akan terlibat langsung dalam
pengelolaan program. Perbedaan itu, misalnya dalam hal tingkat
kemampuan administratif atau manajerialnya. Di antara berbagai satuan
birokrasi itu mungkin memiliki staf yang aktif, berkeahlian dan berdedikasi
tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas, sedangkan satuan-satuan
birokrasi lainnya tidak. Secara organisatoris-administratif, maka semakin

sulit pula tugas-tugas implementasi suatu program kebijakan, Sebab yang
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terjadi karena makin banyak jumlah satuan-satuan pengambil keputusan

yang terlibat di dalamnya.

Temuan peneliti tentang respons masyarakat tentang implementasi
kebijakan pendidikan masyarakat adalah terjadi pro dan kontra, namun
banyak yang berharap adalah pesantren harus tetap menjaga agar citra
pondok pesantren di mata masyarakat sesuai harapan masyarakat luas secara
utuh penataan dan inovasi pendidikanyang berbaisis pada pendidikan tanpa
menghilangkan pendidikan berbasis lokal (local knowledge). Sehinnga
Pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional dan santrinya pun
merupakan bagian integral dari masyarakat. Para santri hendaknya
dipersiapkan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk. Pesantren
hendaknya terbuka pada perkembangan dan perubahan yang terjadi,
termasuk temuan-temuan ilmiah dalam dunia pendidikan, pesantren tidak
semestinya tenggelam pada dunianya sendiri. Terakhir, pesantren juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat studi pendidikan agama Islam

(laboratorium agama).

Sementara itu, beberapa di antara satuan birokrasi tersebut mungkin
akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari elite-elite politik yang
berkuasa oleh karena itu, mereka dalam menjalankan tugasnya akan
memiliki peluang yang untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan.
Di lain pihak, beberapa satuan birokrasi lainnya mungkin lebih mampu
menanggulangi berbagai macam tuntutan dan kendala yang menghadang.

Bentuk tujuan-tujuan kebijakan juga membawa dampak terhadap hubungan
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ini apakah tujuan-tujuan itu telah dirumuskan dengan jelas ataukah masih
kabur dan apakah pejabat-pejabat politik dan administratrasi memiliki
komitmen yang tinggi terhadap tujuan-tujuan tersebut ataukah tidak, pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses

implementasi suatu kebijakan.

Pemahaman peneliti dalam konteks ini kemudian dituntut adanya suatu
ketegasan visi dan misi pendidikan berwawasan nusantara tidak tergoda oleh
tarik-menarik kecendrungan secara ekstrem.** Tentunya dakwah pendidikan
Islam seperti ala wali songo di atas bukanlah sekadar untuk menjadikan
pendidikan agama Islam sebagai ‘cagar budaya’ dengan mempertahankan
paham-paham keagamaan tertentu, tetapi sebagai agen of change, tanpa
kehilangan jati diri keislamannya. Dengan demikian pendidikan Islam
berawasan Nusantara akan resfonsif terhadap tuntutan masa depan, yaitu

bukan hanya mendidik menjadi manusia yang saleh tetapi juga produktif.

4 Mukhlishi, Memahami Dealektika-Historitas Islam, Jurnal Pelopor. No. 1. Vol. 8 Januari, 2016.
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